BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 66

TAHUN 2020

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 66 TAHUN 2020
TENTANG
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Menimbang :

Mengingat

o 1.

a.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
125/PMK.05/2009 tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang
Lembur bagi Pegawai Negeri Sipil, dalam rangka tercapainya
penyelesaian output pekerjaan yang sifatnya tidak bisa ditunda
dan/atau mendesak, perlu untuk dilaksanakan pekerjaan
lembur dengan penuh disiplin, tanggungjawab atas
pelaksanaan hasil pekerjaan;

bahwa Pemerintah Daerah sebagai pemberi kerja wajib untuk
memberikan konpensasi kepada Pegawai Negeri Sipil dan
Pegawai Tidak Tetap atas pelaksanaan tugas di luar hari, dan
jam kerja dinas;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Pemberian Uang Lembur kepada Pegawai
Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai Kontrak di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa
Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1649);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1974 Nomorl69, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3890;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);



Menetapkan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagai mana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, @ Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN UANG LEMBUR
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN
PEGAWAI KONTRAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.

Pengguna Anggaran adalah Pejabat pemegang kewenangan
penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan
fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.

Kuasa Pengguna Anggaran adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk
melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA
adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Provinsi Nusa Tenggara
Barat.

Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD
adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah
pegawai yang diangkat oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Barat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas
pemerintahan dan pembangunan tugas yang bersifat teknis
professional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan
kemampuan keuangan organisasi.

Pegawai kontrak adalah pegawai yang diangkat oleh Gubernur
dan/atau Kepala Perangkat Daerah untuk jangka waktu tertentu
guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan, tugas



yang bersifat teknis professional dan administrasi sesuai dengan
kebutuhan dan kemampuan keuangan organisasi.

7. Kerja lembur adalah segala pekerjaan yang harus dilakukan oleh
Pegawai Negeri Sipil pada waktu-waktu tertentu di luar waktu kerja
sebagaimana telah ditetapkan bagi tiap-tiap instansi dan kantor
Pemerintah.

Pasal 2

(1) PNS, PTT dan pegawai kontrak di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat diperintahkan melakukan
kerja lembur untuk menyelesaikan tugas-tugas kedinasan yang
mendesak.

(2) Jenis pekerjaan yang dapat dikategorikan sebagai pekerjaan
lembur adalah pekerjaan yang sifatnya sangat penting dan
mendesak dan tidak dapat ditunda serta tidak dapat diselesaikan
pada jam kerja.

(3) Pekerjaan lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Kerja Lembur (SPKL)
dari Pimpinan Unit Satuan Kerja atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 3

Pekerjaan Lembur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) jam dalam 1 (satu) hari.

Pasal 4

(1) Terhadap PNS, PTT dan pegawai kontrak yang melaksanakan
pekerjaan lembur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan
Pasal 3 diberikan uang lembur sesuai dengan jumlah hari kerja
lembur yang dilakukannya.

(2) Uang lembur dibayarkan sebulan sekali pada awal bulan
berikutnya.

(3) Khusus uang lembur pada bulan Desember dibayarkan pada
akhir bulan berkenaan.

(4) Pemberian uang lembur pada hari libur diberikan sebesar 200%
(dua ratus persen) dari besarnya uang lembur.

(5) Besarnya uang lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 5

Pembayaran uang lembur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
dilaksanakan apabila dananya telah tersedia dalam Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
bersangkutan.

Pasal 6

(1) Kepada PNS, PTT dan pegawai kontrak yang melaksanakan Kerja
Lembur paling kurang 2 (dua) jam berturut-turut diberikan uang
makan lembur yang besarnya sesuai dengan Standar Biaya.



(2) Dalam hal Kerja Lembur dilakukan selama 8 (delapan) jam atau
lebih, uang makan lembur diberikan maksimal 2 (dua) kali dari
besaran yang ditetapkan dalam Standar Biaya.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur
Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pemberian Uang Lembur kepada
Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di  Lingkungan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Barat Tahun 2012 Nomor 172) dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 8
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 9 November 2020

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,
ttd
H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram

pada tanggal 9 November 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd
H. LALU GITA ARIADI
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